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BUPATI KARO
PROVINST SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh Kketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Karo dengan DPRD Kabupaten Karo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); ‘
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Nomor 35 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Karo(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO
MIEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019,
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.554.640.449.669,00
2. Belanja Daerah Rp. _1.554.260.122.211,00
Surplus/(Defisit) Rp. 380.327.458,00

3. Pembiayvaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 0,00

b. Pengeluaran Rp. _~ 380.327.458,00

Pembiayaan Netto Rp.  380.327.458,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 105.471.698.094,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.016.385.287.321,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 432.783.464.254,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 45.222.135.500,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.634.067.700,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 3.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 44.615.494.894,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp 19.379.442.321,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 760.888.872.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 236.116.973.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan hibah sejumlah Rp. 208.451.013.929,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp. 27.253.524.325,00
c. Pendapatan lainnya sejumlah Rp. 197.078.926.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 993.392.399.730,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 560.867.722.481,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
Jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 695.752.488.100,00
b. Belanja..,
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b. Belanja Hibah scjumlah Rp. 10.435.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 100.000,000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinai/ Kabupaten/Kota dan Permerintahan e
sejumlah Rp, 5.346.089,304,00

e. Belanja  Bantuan Keuangan  kepada Provinsi/  Kabupaten/Kota
Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 279.758,822.320.00)

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp, 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdivi dari jenis
belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 52.111,167.540,00

b. Belanja barang dan jasa scjumlah Rp. 371.254.813.794.00

¢.  Belanja modal sejumlah Rp. 137.501.741.147,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 1 terdiri dari Penpeluaran
Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 380.327.458,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dacrah sejumlah Rp. 380.327.458,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

3. Lampiran [l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,;

Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Asect lainnya;

11. Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran X[l Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

S, = A

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal.,,
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (L / 1Z/2019)
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